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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum dalam 
perjanjian kredit tanpa agunan, mengetahui problematika yang timbul, dan cara 
penyeselaiannya di Bank BPR UKABIMA BMMS Jogonalan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber 
data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu 
data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi 
dan wawancara kemudian dianalisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan 
bahwa perjanjian kredit tanpa agunan hanya memberikan kredit, apabila kredit 
diajukan secara tertulis. Dan permasalahan timbul dari perjanjian kredit usaha 
rakyat tanpa agunan, pertama secara teknis, permasalahan kedua dari segi 
substansi yaitu disharmonisasi antara Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan dengan Inpres No. 5 Tahun 2008, dan permasalahan ketiga dari segi 
pengetahuan debitur. Dan apabila ada kredit bermasalah bank mempunyai cara 
sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara 
persuasif yang bersifat kekeluargaan. 
 





Purpose of the research is to know legal construction of unsecured loan 
agreement, emerging problems, and settlement procedure of the agreement in 
BPR UKABIMA BMMS Jogonalan. The research is descriptive one with juridical 
empiric method. Data of the research consists of primary data collected by using 
interview and secondary data, namely primary data of law and secondary data. 
The data was collected by using observation and interview and the data was 
analyzed qualitatively. Results of the research indicated that the unsecured loan 
agreement was providing a loan only if it was applied in written. Problems 
emerging from the unsecured loan agreement were technical problems and 
substance problems that emerging from disharmony between Act No. 10 of 1998 
on Banking and President Instruction No. 5 of 2008, and the third problem was 
coming from knowledge of debtor. And, if there are problem loans, the bank had 
procedure to settle it, namely by using peaceful persuasive meeting of the two 
parties to obtain mutual agreement.  
 




Era globalisasi saat ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian 
suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan 
berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Untuk menggerakkan 
roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan dituntut untuk mampu 
mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
1
, yaitu untuk menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 
pertumbuhaan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 
rakyat banyak. 
Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional, akan dapat 
diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam 
uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, 
telah membantu pemenuhan kebutuhan dan bagi kegiatan perekonomian 
masyarakat. Adanya hubungan pinjam meminjam ini didasarkan oleh perbuatan 
kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang 
dituangkan dalam bentuk perjanjian.  
Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda 
antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 
melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.
2
 
Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu 
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perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga.
3
 
Pada dasarnya perjanjian kredit dapat dibagi atas perjanjian kredit yang 
memliki agunan dan perjanjian kredit tanpa agunan.  Persoalan agunan ini terkait 
Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan “bahwa segala kebendaan si berutang, baik 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru 
akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan”, dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan “kebendaan tersebut 
menjadi agunan berama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya 
pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu 
menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara 
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 
Guna menghindari terjadinya wanprestasi, diperlukan penyelesaian agar 
bank tetap berjalan dengan semestinya. Tetapi di dalam kredit tanpa agunan ini 
tidak ada benda atau objek yang menjadi agunan oleh bank, sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, maka di 
dalam prakteknya bank sebagai kreditur tidak mempunyai hak tagih langsung 
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kepada debitur, maka dalam proses penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit 
tanpa agunan di bank mengalami kesulitan.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana konstruksi 
hukum perjanjian kredit tanpa agunan di Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan 
Klaten?, dan (2) Problemtika apa yang timbul dari perjanjian kredit tanpa  
agunan di Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten dan bagaimana 
penyelesaiannya? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kontruksi hukum 
perjanjian kredit tanpa agunan di Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten,  
(2) Untuk mengetahui problematika yang timbul dari perjanjian kredit tanpa 
agunan di Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten dan cara 
penyelesaiannya. Manfaat dari penlitian ini adalah (1) Secara teoritis, penelitian 
ini diharapkan memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan hukum 
pada umumnya dan Ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian,  
(2) Secara Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 
kepada pengurus bank, sebagai bahan masukan mengenai pentingnya kejelasan  
tanggung jawab pengurus dan sebagai bentuk pengawasan dalam pengelolaan 
usaha kredit tanpa agunan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan 
sebagai bahan perbaikan terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit. 
Konstruksi hukum atau model perjanjian di sini dalam proses pemberian 
kredit pada prinsipnya sama dengan proses pencairan perjanjian biasa 
(menggunakan agunan), hanya saja debitur tidak memberikan atau menyerahkan  
agunan kepada kreditur sebagai jaminan atau aguna. Karena perjanjian ini hanya 




Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Tekhnik analisis 
data menggunakan analisis kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kontruksi Hukum Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank BPR 
UKABIMA BMMS Jogonalan Klaten 
Menurut Thomas Suyatno dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan dapat 
disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah: (1) Kepercayaan, 
yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan benar-
benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu si masa yang akan dating, 
(2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi 
dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan dating, (3) Degree 
of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 
waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan 
diterima di kemudian hari, dan (4) Prestasi, obyek kredit tidak saja diberikan 
dalam bentuk uang, akan tetapi juga dalam barang atau jasa.
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Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 17 Juni 2016 dengan Ludovica 
Wara Kiswari, Selaku Direktur BANK BPR UKABIMA BMMS di Bank BPR 
UKABIMA BMMS Jogonalan, latar belakang dikeluarkannya produk Kredit 
Tanpa Agunan dalah konsumen membutuhkan dana yang cepat dan kredit yang 
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mudah. Untuk mempermudah debitur yang tidak mempunyai agunan, untuk 
membantu agar usaha nasabah (debitur) dapat berkembang.
5
Adapun hasil 
penelitian penulis mengenai langkah-langkah dalam proses pemberian kredit 
tanpa agunan pada Bank BPR Ukabima BMMS pada prinsipnya sama dengan 
proses pencairan kredit biasa (menggunakan agunan)
6
 yaitu: 
Pertama, tahap Permohonan Kredit. Dalam menilai permohonan kredit, 
bank perlu memperhatikan prinsip: (1) Bank hanya memberikan kredit apabila 
permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit , 
perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubanahn 
persyaratan kredit, (2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap 
dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank, 




Kedua, tahap Peninjauan dan Analisi Kredit. Bank harus melakukan 
analisis kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa kredit adalah 
penelitian yang dilakukan oleh petugas analis terhadap kelayakan perusahaan, 
kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, 
sumber pelunasan kredit serta agunan yang tersedia untuk menjamin permohonan 
kredit. 
Ketiga, tahap Pemberian Keputusan Kredit. Pada tahap ketiga ini, calon 
debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya 
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pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan sesuai permohonan yang diajukan. 
Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau 
seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak bank akan memberitahukan 
kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan 
memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari 
menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan 
permohonan kredit. 
Keempat, tahap Perjanjian Kredit. Pada tahap ini calon debitur datang 
langsung ke kantor Bank BPR UKABIMA BMMS Jogonalan Klaten berdasarkan 
waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. setelah disetujui,  debitur 
menandatangani lembar kesepakatan yang telah disediakan oleh pihak bank. Jadi 
konstruksi atau bentuk perjanjian dari perjanjian kredit tanpa agunan ini adalah 
berbentuk tertulis yang merupakan perjanjian baku.  
Kelima, tahap Pencairan Kredit. Prinsip kehati-hatian bank (prudential 
banking) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga 
berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai 
debitur. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan 
bagian analisa permohonan kredit yaitu aspek character. Aspek character atau 
watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting 
dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin 
bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu 
memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang-
hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. 
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Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 
tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank 
bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok 
sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan 
Bank yaitu (1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, (2) Organisasi dan 
manajemen perkreditan, (3) Kebijaksanaan persetujuan kredit, (4) Dokumentasi 
dan administrasi kredit, dan (5) Penyelesaian kredit bermasalah. Setelah melalui 
tahapan-tahapan tersebut, secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah 
ditandatanganinya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak debitur dan bank di 
mana debitur juga sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak 
bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian kredit itu sendiri yaitu bersifat 
konsensuil-obligatoir. 
Setiap pencairan kredit (disbursement) harus terjamin azas aman, terarah 
dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian 
kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
8
 Setelah semua persyaratan terpenuhi 
dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil 
dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller bank. Waktu lamanya 
proses permohonan kredit usaha rakyat tanpa agunan hingga tahap pencairan 
dana, mempunyai batas normal antara 2 sampai 7 hari. 
Penulis sependapat dengan pendapat Gatot Supramono, di mana the five of 
credit analysis sangat mempengaruhi proses pemberian Kredit Usaha Rakyat 
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(KUR), salah satunya dalam proses pencairan dana. Penilaian aspek terutama 
dalam aspek character sangat penting karena menyangkut watak debitur, hal ini 
yang akan pertama dikaji oleh bank ketika menganalisis calon debiturnya. 
Pihak bank juga harus merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan 
kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan 
kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir risiko yang terdapat 
dalam setiap pemberian kredit. Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai 
jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa 




Problematika yang Timbul dari Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank 
BPR UKABIMA BMMS Jogonalan Klaten dan Cara Penyelesaiannya 
Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 17 Juni 2016 dengan Ludovica 
Wara Kiswari, selaku Direktur BANK BPR UKABIMA BMMS Jogonalan 
mengatakan setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar 
tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya, tak terkecuali juga 
dengan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan antara Bank BPR 
UKABIMA BMMS dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaannya sering terjadi 
suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah 
disepakati dalam klausula perjanjian kredit.
10
 
Bank di Indonesia merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur 
dana dari masyarakat, sehingga dengan demikian Bank di Indonesia memiliki 
fungsi konvensional sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu 
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sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf 
hidup rakyat banyak dalam rangka meningkatkan pembangunan.
11
 
Prinsip kegunaan penyaluran kredit kepada masyarakat yang kekurangan 
modal adalah untuk merangsang kedua belah pihak saling menolong untuk 
pencapaian kebutuhan. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan 
kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau 
pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau 
pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Penghimpunan dana 
penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas 
penyelenggaraan negara. 
Peraturan perundangan tentang perbankan tersebar di berbagai undang-
undang dan peraturan perundangan. Hubungan hukum antara bank dengan 
nasabahnya adalah hubungan hukum perdata, maka pertama-pertama terdapat 
ketentuan di beberapa bagian dari KUHPerdata khususnya yang mengatur 
mengenai perjanjian. Selanjutnya, juga terdapat di dalam Undang-Undang Khusus 
Perbankan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yaitu sebagian diperbaharui 
oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Terdapat juga ketentuan di dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 
tentang Bank Indonesia. 
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Beberapa permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat 
tanpa agunan di Bank BPR UKABIMA BMMS Jogonalan, yaitu:
12
 
 Pertama, permasalahan dari segi teknis terdapat empat masalah yaitu 
mengenai kredit bermasalah, keterlambatan proses pencairan dana dan 
ketidakteraturannya dokumentasi dan administrasi kredit serta minimnya kualitas 
dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya yang dilakukan oleh Bank 
BPR UKABIMA BMMS Unit Jogonalan apabila ada debitur yang lalai dalam 
melakukan prestasinya sehingga menyebabkan kredit bermasalah adalah 
melakukan penjadwalan kembali (rescheduling). Langkah pertama yang diambil 
adalah dengan melakukan penagihan dengan menemui debitur secara langsung. 
Setelah itu akan dibicarakan secara kekeluargaan, apabila debitur mempunyai 
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai kebijakan yang dimiliki 
bank, debitur akan mendapat solusi kelonggaran pembayaran angsuran untuk 
bulan-bulan tertentu dengan catatan bahwa seluruh pinjaman utang harus dilunasi 
sampai batas jatuh tempo.  
Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah 
hal yang biasa terjadi, untuk itu petugas bank mempunyai cara sendiri untuk 
menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang 
bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan 
untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat tanpa agunan dapat 
diperpanjang jatuh tempo pelunasannya. Yang menjadi pertimbangan pihak bank 
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adalah progam KUR ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil 
kemungkinan untuk memberatkan mereka.
13
 
 Kedua, permasalahan dari segi substansi, yaitu disharmonisasi antara 
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 
2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Disharmonisasi antara 
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 
2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 terletak pada masalah 
agunan. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan 
bahwa perlunya prinsip prudential banking dalam suatu pemberian kredit. Prinsip 
ini diwujudkan dalam bentuk the five credit of analysis, di mana salah satu 
prinsipnya adalah collateral yaitu agunan yang diserahkan debitur sebagai agunan 
kredit yang diterimanya. 
Bank BPR UKABIMA BMMS Unit Jogonalan Klaten sebagai salah satu 
bank yang mendukung pemerintah dalam program KUR mengambil tindakan 
dengan menyediakan fasilitas KUR bagi UMKM tanpa agunan. Tindakan ini 
sesuai dengan apa yang menjadi dasar pelaksanaan KUR yaitu Inpres No.5 Tahun 
2008 yang tidak mensyaratkan agunan. Berbagai pertimbangan diambil pihak 
bank dalam memberikan fasilitas KUR tanpa agunan untuk membantu UMKM 
guna memberikan dana sebagai modal usahanya dan dalam rangka mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Ketiga, permasalahan dari segi pengetahuan debitur. Pengetahuan minim 
yang dimiliki debitur membuat pihak bank sedikit kewalahan, hal tersebut diakui 
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oleh Ludovica Wara Kiswari, selaku Direktur BPR UKABIMA BMMS Unit 
Jogonalan Klaten. Dalam klausula-klausula yang termuat dalam formulir yang 
disediakan oleh bank, sering kali debitur tidak mengetahui apa maksud dari 
klausula-klausula yang dipersyaratkan. Minimnya pengetahuan yang dimiliki 
debitur bisa jadi diakibatkan oleh minimnya informasi yang disediakan oleh pihak 
bank. penulis tidak menemukan iklan atau informasi yang disediakan bank 
mengenai KUR.  
Bank BPR UKABIMA BMMS Unit Jogonalan seharusnya dapat 
menyediakan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan KUR tanpa agunan ini, 
misalnya dengan pengadaan brosur atau sejenisnya yang dapat memberikan 
informasi yang lengkap mengenai KUR. Langkah ini sebagai upaya mengatasi 




Pertama, konstruksi atau bentuk perjanjian dari perjanjian kredit tanpa 
agunan ini adalah berbentuk tertulis yang merupakan pejanjian baku. Perjanjian 
kredit tanpa agunan ini diperbolehkan menurut Inpres No.5 Tahun 2008 tentang 
Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Inpres ini membuka kesempatan bagi 
UMKM dalam memperoleh fasilitas pinjaman kredit tanpa agunan karena 
pemerintah telah menunjuk perusahan penjamin untuk menjamin jika ada kredit 
yang bermasalah dan perjanjian yang dibuat juga telah sesuai dengan Pasal 1338  
KUHPerdata. 
Kedua, permasalahan pertama yang timbul dari perjanjian Kredit Usaha 
Rakyat tanpa agunan, secara teknis terdapat dua masalah yaitu mengenai kredit 
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bermasalah, keterlambatan proses pencairan dana dan ketidakteraturan 
dokumentasi dan administrasi kredit serta minimnya kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia (SDM). Permasalahan kedua, dari segi substansi yaitu 
disharmonisasi mengenai pembebanan agunan antara Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus 
Program Ekonomi Tahun 2008-2009, dan permasalahan ketiga mengenai 
pengetahuan minim yang dimiliki debitur. 
 
Saran 
Pertama, kepada Bank BPR UKABIMA BMMS Jogonalan Klaten. Dalam 
proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan di Bank BPR 
UKABIMA BMMS Jogonalan Klaten sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian 
aspek character dalam tahap peminjaman dan analisis kredit. Penilaian character 
seseorang sebaiknya tidak hanya dilakukan secara formalitas saja, tetapi perlu 
melakukan survey langsung untuk memperhatikan benar-benar keadaan calon 
debitur. Di samping itu Bank BPR UKABIMA BMMS Jogonalan Klaten harus 
melakukan pembaruan (updating) ketentuan internal dan pedoman secara 
berkesinambungan dalam hal penyempurnaan pelaksanaan KUR. Updating 
meliputi beberapa hal, misalnya updating teknis pemberian KUR, updating data 
debitur dan sebagainya. 
Kedua, bagi nasabah, hendaknya memahami dan mengerti perjanjian yang 
telah dibuah oleh kedua belah pihak, dengan tidak melakukan wanprestasi dan 
mengukur kemampuan dalam peminjaman, sehingga akan berpengaruh dalam 




Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas 
doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kakakku tersayang atas 
dukungan, doa dan semangatnya. Seorang wanita yang kusayangi, terimakasih 
atas do’a, dorangan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas motivasi, 
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